BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   13  TAHUN 2005
T E N T A N G

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH BUPATI BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa bahan galian merupakan sumber daya alam yang diperlukan bagi kehidupan manusia,s ehingga perlu pengaturan berdasarkan azas kemanfaatan keseimbangan dan kelestarian;
b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan pengambilan bahan galian secara berlebihan dan unutk melakukan pengendalian terhadap usaha pengambilan bahan galian, perlu pengaturan usaha pertambangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan daerah di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok ketentuan-ketentuan pokok pertambangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air;

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1950 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

17. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketrentuan-ketentuan pokok pertambangan;
18. Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan  di bidang inventarisasi sumber daya mineral dan energi, penyusunan peta geologi dan pemetaan kerentanan gerakan tanah;
19. Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum;
20. Keputusan menteri lingkungan hidup nomor 17 tahun 2002 entang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

21. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 63 tahun 2003 tentang criteria baku kerusakan lingkungan bagi usaha dan kegiatan penambangan bahan galian golongan C wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang pembentukan dan organisasi dinas pengairan Kabupaten Bantul;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang pengamanan pasir, kerikil dan batu di lingkungan sungai dan pesisir;

26. Keputusan Bupati Kepala daerah tingkat II Batul nomor 569/b/Kep/Bt/1998 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 1998 tentang pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C;


	
	M E M U T U S K A N  :



	Sambil menunggu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertambangan

	
	

	Menetapkan      :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH BUPATI BANTUL




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. daerah adalah daerah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul;

4. Dinas Pengairan adalah Pengairan  Kabupaten Bantul;

5. kepala dinas adalah kepala dinas pengairan Kabupaten Bantul;

6. BAhan galian adalah unsure-unsur kimia , mineral, bijih segala macam batu-batuan dan gambut yang merupakan endapan atau suspensi alam;
7. Usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha penambangan yang meliputi eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan/pemasaran;

8. Surat izin Pertambangan Daerah yangs elanjutnya disingkat SIPD adalah surat ijin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, pengelolaan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan/pemasaran;

9. Surat izin Pertambangan Daerah Pertambangan rakyat yang selanjutnya disingkat SIPDPR adalah suatu usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
10. Eksplorasi adalah  segala penyidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian;

11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bhan galian dan memanfaatkannya;

12. pengolahan / pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsure-unsur yng terdapat pada bahan galian itu;

13. Penjualan/pemasaran adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;

14. pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian atau tempat penjualan;

15. reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatana tanah yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur , membina , mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
BAB III

LINGKUP PENGATURAN
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan usaha pertambangan daerah meliputi kegiatan :
a. eksplorasi;

b. eksploitasi;

c. pengolahan/pemurnian;

d. pengangkutan;

e. penjualan/pemasaran

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, diperlukan kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT).
(2) Tahapan Kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Reklamasi

Yaitu kegiatan yang meliputi dua tahapan yaitu tahap pemulihan lahan bekas tambang atau memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan tahap mempersiapkan pemanfaatn selanjutnya;

b. Revegetasi

Yaitu kegiatan penanaman kembali dengan mempertimbangkan jenis tanah, pemilihan jenis tanaman, pemeliharaan, penyiraman, dan pemupukan;

c. cara kimia
yaitu kegiatan penyemprotan dan pencampuran bahan kimia pemantap tanah (soil condition) dengan cara diaduk, dicangkul untuk mempercepat kestabilan tanah.
(3) Tata cara pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
BAB IV

JENIS-JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 5

Jenis-jenis bahan galian tambang meliputi :
a. bahan galian selain strategis dan vital (golongan c ) adalah :

1. batu pasir , batu kerikil, sirtu dan batu;

2. batu gamping;

3. breksi batu gamping;

4. pumice;

5. andesit dan granit;

6. kalsit;

7. bentonit;

8. trass;

9. tanah liat;

10. tanah hasil pelapukan batuan yang termasuk bahan galian golongan C (tanah urug)

b. bahan galian vital (golongan b ) adalah pasir besi.

BAB V 

MEKANISME PEMBERIAN IJIN

Bagian pertama

Ijin usaha pertambangan daerah

Pasal 6

(1) Setiap usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksploirasi, eksploitasi,pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan/pemasaran wajib mempunyai SIPD/SIPDPR
(2) SIPD/SIPDPR diberikan kepada pemohon yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini.
Bagian kedua

TAta cara Pengajuan ijin

Pasal 7

(1) Pemohon harus mengajukan ijin secara tertulis kepada bupati lewat dinas pengairan dengan mengisi blangko yang telah disediakan dan menyampaikan proposal rencana kegiatan dan melapirkan persyaratan sebagai berikut :

a. SIPD Eksplorasi

1. salinan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;

2. referensi bank pemerintah atau fiscal;

3. foto copi kartu tanda penduduk (KTP); pemohon yang masih berlaku;
4. surat pernyataan tenaga ahli dari assosiasi yang berwenang;

5. pernyataan tidak keberatan dari pihak pemegang hak atas tanah;

6. peta wilayah daerah yang dimohonkan.

b. SIPDP Eksploitasi

1. salinan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;

2. referensi bank pemerintah atau fiscal;

3. jaminan reklamasi dari lembaga keuangan yang mempunyai “security bond”;

4. surat pernyataan tenaga ahli dari assosiasi yang berwenang;

5. pernyataan tidak keberatan dari pihak pemegang hak atas tanah;

6. peta wilayah daerah yang dimohonkan;

7. studi kelayakan;

8. persetujuan pengelolaan lingkungan hidup/SPPL/UKL-UPL

c. SIPD Pengolahan/pemurnian

1. salinan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;

2. foto copi kartu tanda penduduk (KTP); pemohon yang masih berlaku;

3. referensi bank pemerintah atau fiscal;

4. jaminan reklamasi dari lembaga keuangan yang mempunyai “security bond”;

5. surat pernyataan tenaga ahli dari assosiasi yang berwenang;

6. pernyataan tidak keberatan dari pihak pemegang hak atas tanah;

7. peta wilayah daerah yang dimohonkan;

8. persetujuan pengelolaan lingkungan hidup/SPPL/UKL-UPL

d. SIPD pengangkutan

1. salinan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
2. foto copi kartu tanda penduduk (KTP); pemohon yang masih berlaku;

3. salinan laik jalan kendaraan.

e. SIPD penjualan

1. salinan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;

2. foto copi kartu tanda penduduk (KTP); pemohon yang masih berlaku;

3. salinan ijin gangguan/RIG (untuk pengolahan dan penjualan)

4. surat ijin usaha perdagangan/SIUP.

(2) Segala biaya permohonan ijin , sepenuhnya dibebankan kepada pemohon.
Bagian ketiga
Jangka Waktu
Pasal 8

(1) Batas waktu pemberian ijin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas ) hari kerja setelah pemasukan permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar.
(2) Jangka waktu pemberian ijin paling lama adalah 6 (enam) bulan.  
Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 9

(1) Satu buah ijin usaha pertambangan daerah dapat berlaku untuk beberapa tem,pat lokasi penambangan tetapi masih dalam satu dusun.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi gambar lengkap dengan hitungan volumenya.
BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemegang surat ijin usaha pertambangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berhak :
a. melakukan kegiatan sesuai ijin usaha pertambangan yang dimiliki;
b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya.
Pasal 11

Pemegang Ijin Usaha pertambangan Daerah berkewajiban :

a. menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga ) bulan sekali tentang kegiatannya termasuk hasil produksi kepada Bupati dan tmbusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pengairan;
b. memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup setelah kegiatan penambangans esuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengadakan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) sebelum lokasi atau lahan bekas tambang ditutup dan akan ditinggalkan;

e. membayar pajak pengambilan bahan galian selain strategis dan vital golongan c di dinas pendapatan daerah kabupaten.
Pasal 12

Pemerintahdaerah mempunyai kewajiban :
a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemegang ijin di bidang usaha pertambangan daerah;

b. memjamin pemegang ijin usaha pertambangan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

(1) Kepala dinas dapat mencabut ijin usaha pertambangan yang telah diberikan apabila :

a. Tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati ini;

b. Tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT).
(2) Kepala Dinas dapat menghentikan usaha pertambangan apabila kegiatan pertambangan tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.
BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengairan bersama-sama dengan dinas instansi yang terkait.
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 1 Aug 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 17 TAHUN 2005



